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Capaian Pembelajaran CPL Prodi yang dibebankan pada MK
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
P1 Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum

KU 1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

KK8 Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum
CPMK

CPMK1
Mahasiswa mampu menjelaskan proses penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian,
penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pada pelaksanaan sanksi pidana di lembaga
pemasyarakatan (S1,P1,KU 1,KK8)

CPMK2 Mahasiswa mampu menjelaskan sistem peradilan pidana anak di Indonesia (S1,P1,KU 1,KK8)

CPMK3 Mahasiswa mampu memberikan kritikan terhadap perkembangan pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia. (S1,P1,KU
1,KK8)

Sub-CPMK

SUBCPMK1 -Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan tentang pendekatan sistem dalam peradilan pidana
(CPMK1)

SUBCPMK2 -Mahasiswa mampu menjelaskan istilah dan pengertian sistem peradilan pidana, fungsi sistem peradilan pidana, model dan tipe
dalam sistem peradilan pidana (CPMK1)

SUBCPMK3 Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (CPMK1)
SUBCPMK4 Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (CPMK1)



SUBCPMK5 Mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan dalam sistem peradilan pidana (CPMK2)

SUBCPMK6 Mahasiswa mampu menjelaskan peranan Polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia kaitannya dengan penjagaan terhadap
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (CPMK2)

SUBCPMK7 Mahasiswa mampu menjelaskan peranan Polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia kaitannya dengan penjagaan terhadap
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (CPMK2)

SUBCPMK8 Mahasiswa mampu menjelaskan peranan jaksa dalam sistem peradilan pidana (CPMK2)
SUBCPMK9 Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (CPMK3)
SUBCPMK10 Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (CPMK3)
SUBCPMK11 Mahasiswa mampu menjelaskan peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (CPMK3)
SUBCPMK12 Mahasiswa mampu menjelaskan peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (CPMK3)
SUBCPMK13 Mahasiswa mampu menjelaskan diskresi dalam penegakan hukum pidana (CPMK3)
SUBCPMK14 Mahasiswa mampu menjelaskan sistem peradilan pidana anak di Indonesia (CPMK3)

Deskripsi MK

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pendekatan sistem dalam peradilan pidana, istilah dan pengertian sistem peradilan pidana, fungsi
sistem peradilan pidana, model dan tipe dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya pembahasan tentang sistem peradilan pidana Indonesia,
pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Disamping itu, perkuliahan dilanjutkan tentang peranan polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia
kaitannya dengan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peranan jaksa dalam sistem peradilan pidana, peranan dan
kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Bagian penutup dalam perkuliahan ini adalah pembahasan tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia.



Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

1. -Kontrak Perkuliahana.Perkenalan b.Materic.Teknik perkuliahand.Teknik penilaiane.Tugas mahasiswa-Pendekatan sistem dalam peradilan pidana
2. - Istilah dan pengertian sistem peradilan pidana- Fungsi sistem peradilan pidana- Model dan tipe dalam sistem peradilan pidana
3. - Pengertian Sistem Peradilan Pidana Indonesia- Bentuk dan Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia
4. -Asas-asas sistem peradilan pidana di Indonesia-Proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia
5. -Tinjauan umum tentang pengawasan-Bentuk-bentuk pengawasan dalam sistem peradilan pidana-Pendekatan normatif struktural-Aspek pendekatan
dalam pengawasan-Sistem pengawasan dalam KUHAP
6. -Penyidik dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana-Asas-asas dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian
7. -Tugas dan wewenang Polri menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia-Kedudukan hukum Polri selaku penyidik
berdasarkan ketentuan undang-undang-Kendala undang-undang terhadap proses penyidikan
8. UTS
9. -Pengertian kejaksaan-Tugas dan wewenang kejaksaan-Kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia
10. -Hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia-Kinerja hakim di Indonesia saat ini
11. -Kekuasaan kehakiman bukanlah kekuasaan pemerintah-Fungsi dan kedudukan hakim dalam penegakan hukum pidana di Indonesia
12. -Pengertian lembaga pemasyarakatan-Jenis-jenis pembinaan di lembaga pemasyarakatan
13. Kelemahan-kelemahan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia- Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam
penegakan hukum pidana di Indonesia
14. -Pengertian diskresi-Penegakan hukum-Diskresi penegakan hukum pidana dalam kaitannya dengan HAM
15. -Pengertian sistem peradilan pidana anak-Tujuan sistem peradilan pidana anak-Landasan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak-
Pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia
16. UAS
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Luring Daring

1

SUBCPMK1. -
Mahasiswa memahami
kontrak perkuliahan
dan mampu
menjelaskan tentang
pendekatan sistem
dalam peradilan
pidana

• Ketepatan memahami kontrak
perkuliahan
• Ketepatan menjelaskan
tentang pendekatan sistem
dalam peradilan pidana

TES

Membuat
Ringkasan

Diskusi
Kelompok

-Kontrak Perkuliahana.Perkenalan
b.Materic.Teknik
perkuliahand.Teknik
penilaiane.Tugas mahasiswa-
Pendekatan sistem dalam peradilan
pidana;
[1,2,3,4,5,6,7,]

5

2

SUBCPMK2. -
Mahasiswa mampu
menjelaskan istilah
dan pengertian sistem
peradilan pidana,
fungsi sistem peradilan
pidana, model dan tipe
dalam sistem peradilan
pidana

• Ketepatan menjelaskan istilah
dan pengertian sistem peradilan
pidana
• Ketepatan menjelaskan fungsi
sistem peradilan pidana
Ketepatan menjelaskan model
dan tipe dalam sistem peradilan
pidana

tes
membuat
ringkasan

Ceramah

- Istilah dan pengertian sistem
peradilan pidana- Fungsi sistem
peradilan pidana- Model dan tipe
dalam sistem peradilan pidana;
[1,2,3,4,5,6,7,]

5

3

SUBCPMK3.
Mahasiswa mampu
menjelaskan Sistem
Peradilan Pidana
Indonesia

Ketepatan menjelaskan
pengertian Sistem Peradilan
Pidana Indonesia serta
Ketepatan menjelaskan Bentuk
dan Komponen Sistem Peradilan
Pidana Indonesia

Quiz
Membuat
Ringkasan

Ceramah

- Pengertian Sistem Peradilan
Pidana Indonesia- Bentuk dan
Komponen Sistem Peradilan Pidana
Indonesia;
[1,2,3,]

5

4

SUBCPMK4.
Mahasiswa mampu
menjelaskan Sistem
Peradilan Pidana
Indonesia

Ketepatan menjelaskan asas-
asas Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia serta Ketepatan
menjelaskan proses
pemeriksaan perkara pidana di
Indonesia

tes

membuat
ringkasan

Team Project-
based method

-Asas-asas sistem peradilan pidana
di Indonesia-Proses pemeriksaan
perkara pidana di Indonesia;
[5,6,7,]

5



5

SUBCPMK5.
Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengawasan dalam
sistem peradilan
pidana

Ketepatan menjelaskan tinjauan
umum tentang pengawasan,
ketepatan menjelaskan bentuk-
bentuk pengawasan dalam
sistem peradilan pidana,
ketepatan menjelaskan
pendekatan normatif struktural,
ketepatan menjelaskan aspek
pendekatan dalam pengawasan
serta ketepatan menjelaskan
sistem pengawasan dalam
KUHAP

Tes
membuat
ringkasan

Ceramah

-Tinjauan umum tentang
pengawasan-Bentuk-bentuk
pengawasan dalam sistem peradilan
pidana-Pendekatan normatif
struktural-Aspek pendekatan dalam
pengawasan-Sistem pengawasan
dalam KUHAP;
[1,2,3,5,6,]

5

6

SUBCPMK6.
Mahasiswa mampu
menjelaskan peranan
Polri dalam sistem
peradilan pidana
Indonesia kaitannya
dengan penjagaan
terhadap keamanan
dan ketertiban dalam
masyarakat

Ketepatan menjelaskan penyidik
dan penyidikan dalam sistem
peradilan pidana serta
ketepatan menjelaskan asas-
asas dalam menjalankan tugas
dan wewenang kepolisian

tes
membuat
ringkasan

Ceramah

-Penyidik dan penyidikan dalam
sistem peradilan pidana-Asas-asas
dalam menjalankan tugas dan
wewenang kepolisian;
[3,4,5,]

5

7

SUBCPMK7.
Mahasiswa mampu
menjelaskan peranan
Polri dalam sistem
peradilan pidana
Indonesia kaitannya
dengan penjagaan
terhadap keamanan
dan ketertiban dalam
masyarakat

Ketepatan menjelaskan tugas
dan wewenang Polri menurut
UU No 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, ketepatan
menjelaskan kedudukan hukum
Polri selaku penyidik
berdasarkan ketentuan undang-
undang serta ketepatan
menjelaskan kendala undang-
undang terhadap proses
penyidikan

Tes
Tugas

Ceramah

-Tugas dan wewenang Polri
menurut UU No 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia-Kedudukan
hukum Polri selaku penyidik
berdasarkan ketentuan undang-
undang-Kendala undang-undang
terhadap proses penyidikan;
[6,7,]

5

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya



9

SUBCPMK8.
Mahasiswa mampu
menjelaskan peranan
jaksa dalam sistem
peradilan pidana

Ketepatan menjelaskan
pengertian kejaksaan, ketepatan
menjelaskan tugas dan
wewenang kejaksaan serta
ketepatan menjelaskan
kedudukan dan fungsi kejaksaan
Republik Indonesia dalam
Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia

Tes
Tugas

Ceramah

-Pengertian kejaksaan-Tugas dan
wewenang kejaksaan-Kedudukan
dan fungsi kejaksaan Republik
Indonesia dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia;
[1,2,]

10

10

SUBCPMK9.
Mahasiswa mampu
menjelaskan peran dan
kedudukan hakim
dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia

Ketepatan menjelaskan hakim
dalam sistem peradilan pidana
di Indonesia serta ketepatan
menjelaskan kinerja hakim di
Indonesia saat ini

Tes
TUgas

Case-based
method

-Hakim dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia-Kinerja hakim
di Indonesia saat ini;
[1,2,3,4,5,6,7,]

5

11

SUBCPMK10.
Mahasiswa mampu
menjelaskan peran dan
kedudukan hakim
dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia

Ketepatan menjelaskan
 kekuasaan kehakiman bukanlah
kekuasaan pemerintah serta
ketepatan menjelaskan fungsi
dan kedudukan hakim dalam
penegakan hukum pidana di
Indonesia

Tes
Tugas

Ceramah

-Kekuasaan kehakiman bukanlah
kekuasaan pemerintah-Fungsi dan
kedudukan hakim dalam penegakan
hukum pidana di Indonesia;
[6,7,]

10

12

SUBCPMK11.
Mahasiswa mampu
menjelaskan peranan
lembaga
pemasyarakatan dalam
sistem peradilan
pidana di Indonesia

Ketepatan menjelaskan
pengertian lembaga
pemasyarakatan serta ketepatan
menjelaskan jenis-jenis
pembinaan di lembaga
pemasyarakatan

Tes
Tugas

Ceramah

-Pengertian lembaga
pemasyarakatan-Jenis-jenis
pembinaan di lembaga
pemasyarakatan;
[1,2,3,]

10

13

SUBCPMK12.
Mahasiswa mampu
menjelaskan peranan
lembaga
pemasyarakatan dalam
sistem peradilan
pidana di Indonesia

Ketepatan menjelaskan
kelemahan-kelemahan lembaga
pemasyarakatan sebagai bagian
dari sistem peradilan pidana di
Indonesia serta ketepatan
menjelaskan fungsi lembaga
pemasyarakatan dalam
penegakan hukum pidana di
Indonesia

Tes
Tugas

Ceramah

Kelemahan-kelemahan lembaga
pemasyarakatan sebagai bagian
dari sistem peradilan pidana di
Indonesia- Fungsi lembaga
pemasyarakatan dalam penegakan
hukum pidana di Indonesia;
[5,6,7,]

10



Dokumen ini dihasilkan dari aplikasi e-OBE https://kurikulum.unri.ac.id/obe

14

SUBCPMK13.
Mahasiswa mampu
menjelaskan diskresi
dalam penegakan
hukum pidana

Ketepatan menjelaskan
pengertian diskresi, ketepatan
menjelaskan penegakan hukum
serta ketepatan menjelaskan
diskresi penegakan hukum
pidana dalam kaitannya dengan
HAM

Tes
Tugas

Ceramah

-Pengertian diskresi-Penegakan
hukum-Diskresi penegakan hukum
pidana dalam kaitannya dengan
HAM;
[2,4,5,6,7,]

10

15

SUBCPMK14.
Mahasiswa mampu
menjelaskan sistem
peradilan pidana anak
di Indonesia

Ketepatan menjelaskan
pengertian sistem peradilan
pidana anak, ketepatan
menjelaskan tujuan sistem
peradilan pidana anak,
ketepatan menjelaskan landasan
penegakan hukum dalam sistem
peradilan pidana anak serta
ketepatan menjelaskan
pembaruan sistem peradilan
pidana anak di Indonesia

Tes
Tugas

Ceramah

-Pengertian sistem peradilan pidana
anak-Tujuan sistem peradilan
pidana anak-Landasan penegakan
hukum dalam sistem peradilan
pidana anak-Pembaruan sistem
peradilan pidana anak di Indonesia;
[1,2,3,4,5,6,7,]

10

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa


